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ABSTRAK 

PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP SIMPANAN 

ANGGOTA KOPERASI 

(Studi Kasus Anggota BMT (dalam Penyelesaian) Sumber Sejahtera 

Bersama Gedung Wani Timut Kec Marga Tiga Lampung Timur) 

OLEH : 

SAHRUDIN 

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk 

mengintegrasikan dan mengorganisasikan kepentingan-kepenting yang bisa 

bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu hukum harus mampu 

mengintegrasikan, sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan 

sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan 

membatasi dan melindungi kepentingan kepentingan tersebut. Hak tidak hanya 

mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak. 

Permasalahan yang dihadapi oleh Anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama yaitu 

sulitnya pengambilan uang simpanan serta kurang jalasnya informasi tentang sistem 

bagi hasil dan produk-produk BMT lainnya. Sehingga banyak Anggota BMT yang 

tidak tahu berapa keuntungan dari sistem bagi hasil tersebut. Ketika masyarakat 

melakukan penyimpanan dana pada BMT tersebut, namun tidak ada keuntungan 

yang diperoleh Anggota. Selain itu, apabila Anggota ingin mengambil dana yang 

disimpan pada BMT tersebut, namun pihak BMT terkesan mempersulit proses 

pengambilan dana simpanannya, yaitu dengan memberikan berbagai macam alasan, 

diantaranya adalah dengan cara alasan mengulur-ulur waktu atau dengan alasan 

lainnya. Sehingga banyak Anggota yang kecewa dengan sistem pelayanan BMT 

tersebut 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka agar pembahasan 

dalam penelitian lebih terarah dan sistematis peneliti merumuskan pokok 

permasalah yang dimaksud adalah bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap 

Simpanan Anggota Koperasi di BMT Sumber Sejahtra Bersama Gedung Wani 

Timur Kec Marga Tiga Lampung Timur menurut Hukum Perdata. Jenis penelitian 

yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (field research) penelitian 

lapangan merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang 

apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif 

lapangan, karena data yang diperoleh dari penelitian merupakan keterangan-

keterangan dalam bentuk uraian berupa dokumen interview maupun pengamatan 

langsung  pada obyek penelitian sehingga dari data-data yang terkumpul peneliti 

mengetahui Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota koperasi 

Studi Kasus di BMT dalam penyelesaian Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani 

Timur Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur. 

 Peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya BMT SSB Syariah  belum 

menjalankan tugasnya sebagai pengurus dengan baik sesuai dengan perintah 

undang-undang yang ditandai dengan tidak seimbangnya antara pemasukan dan 

pengeluaran, tidak efektifnya pengelolaan usaha di BMT SSB Syariah, dan 



lambannnya penanganan yang dilakukan oleh pihak BMT dalam merespon masalah 

simpanan anggota yang timbul serta tidak optimalnya penerapan perlindungan 

Hukum sebagai alat yang memberikan kepastian dan kejelasan bagi anggota yang 

menabung di BMT SSB Syariah artinya pihak BMT belum mengindahkan aturan 

hukum perdata mengenai hak anggota terhadap simpanannya yang harus 

mendapatkan pelayanan, informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 

yang di alami. 

 

  



  



MOTTO 

 

 

 
 

إنَِّهُْْدۡعُوا ْٱ ًْۚ ْوخَُفۡيَة  ْْۥرَبَّكُمْۡتضَََُّعٗا  ٥٥ْْلمُۡعۡتَدِينَْٱلََْيُُبُِّ

Artinya: Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara 

yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

melampaui batas (QS. Al- A’raf ayat 55) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Hukum itu memadu dan melayani masyarakat, sebagaimana dinyatakan 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa “Negara 

Indonesia adalah negara hukum”. Sekalipun pernyataan itu singkat tapi maknanya 

sangat luas, karena kewajiaban negara dan semua warga negara, tanpa  melihat 

kedudukannya, tunduk pada hukum. Hukum juga sangat diperlukan untuk mengatur 

semua segi kehidupan manusia. Termasuk juga dalam hubungan perekonomian, 

kesejahtraan, keuangan dan sebagainya. 

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk 

mengintegrasikan dan mengorganisasikan kepentingan-kepenting yang bisa 

bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu hukum harus mampu 

mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan 

sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan 

membatasi dan melindungi kepentingan kepentingan tersebut.1 

Menurut Satjipto Raharjo, bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang 

dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam 

rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan dilakuakan secara terukur, 

dalam arti ditentukan kekuasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itu 

lah yang di sebut sebagai hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam 

                                                 
1 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasiaoal Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2011) cet, 6. H. 143 



masyarakat itu bisa di sebut sebagai hak, melaikan hanya kekuasaan tertentu saja, 

yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.2 

Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, 

melainkan juga kehendak. Misalnya, saya memiliki tabuangan di sebuah Bank, 

hukum memberikan kepada saya dalam arti kepentingan saya atas tabungan 

mendapat perlindungan. Tetapi perlindungan tidak hanya ditunjukan terhadap 

kepentingan saya saja melainkan kehendak saya mengenai tabungan itu. Saya bisa 

melakukan penarikan atau memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan 

penarikan.  Oleh karena itu, menurut hukum bukan hanya kepentingan saya saja 

memperoleh kepentingan, tetapi kehendak saya.3 

Sebelum mendirikan koperasi terdapat beberapa hal penting yang perlu 

diketahui oleh para prakasa pendiri koperasi yaitu: 

1. Tidak ada manfaatnya mendirikan koperasi jika para pendiri koperasi 

tidak mengetahui persoalan-persoalan pokok tentang koperasi pada 

umumnya. Perlu diketahui bahwa sebuah koperasi yang gagal dan bubar 

akan memeri pengaruh yang lebih buruk dari pada koperasi yang tidak 

pernah berdiri sama sekali. 

2. Walaupun koperasi dimulai dengan 20 orang, namun harus diusahakan 

sedemikian rupa sehingga koperasi itu dapat menerima anggota-anggota 

baru scara sukarela dan terbuka.  

3. Koperasi tidak mungkin dapat mencapai tujuannya dalam jangka 

pendek, melainkan memerlukan waktu yang cukup lama. Sebab itu 

                                                 
2 Ibid., h 143 
3 Ibid., h 143-144 



upaya mengembangkan koperasi menuntut adanya kekuatan dan 

kesabaran. 

4. Pembinaan koperasi di Indonesia sebagian memang merupakan 

tanggung jawab pemerintah. Walaupun demikian koperasi tetap 

merupakan milik anggotanya, semakin cepat pula koperasi dapat 

meningkatkan peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan 

anggotanya. Dengan demikian itu maka bantuan pemerintah berupa 

pembinanaan, permodalan serta bantuan teknis lainya, akan makin 

berkurang jumlahnya.4 

Tugas pengurus koperasi merupakan hal yang penting dalam 

pendirian koperasi karna disinilah yang menjadikan kuci maju atau 

mundurnya sebuah koperasi. menurut Pasal 30 UU No. 25 Tahun 1992 

dalam buku Kartasapoetra adalah tugas pengurus koperasi adalah sebagai 

berikut  :5  

1) megelola Koperasi dan usahanya 

2) mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana 

anggaran pendapatan dan belanja Koperasi  

3)  menyelenggarakan Rapat Anggota 

4) . mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas 

5) menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara 

tertib; 

                                                 
4Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia, ( yogyakarta: BPFE-Yogyakarta , 2015) cet ke II, 

h. 91 
5 Undang-undang perkoperasian No. 25 Tahun 1992 Pasal 30 



6) memelihara daftar buku anggota dan pengurus 

Berkaitan dengan itu, lembaga perbankan atau lembaga lainnya adalah suatu 

yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, tanpa 

adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank atau lembaga lainya tidak 

akan mampu mejalankan sebuah kegiatan usahanya dengan baik. Bank atau 

lembaga lainnya harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat 

dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, 

terutama kepentingan nasabah dari bank atau lembaga lainnya yang bersangkutan.  

BMT Sumber Sejahtera Bersama adalah lembaga keuangan mikro syariah 

dengan prinsip operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam. Dan 

tujuan dari BMT Sumber Sejahtera Bersama adalah meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat serta mempunyai daya saing anggota dan mitra binaan juga masyarakat 

pada umumnya melalui kegiatan pendukung lainnya. BMT Sumber Sejahtera 

Bersama merupakan koperasi yang bergerak dibidang serba usaha, dan dirintis 

sejak tahun 2014 yang terdiri dari 20 orang. Dengan modal Rp 1.500.000,00. Sejak 

itulah anggota pendiri sepakat menjadikan BMT Sumber Sejahtera Bersama 

berbadan Hukum Koperasi.6 

Berdasarkan data pra survei yang peneliti lakukan pada bulan Maret  2017, 

peneliti menumukan masalah yang ada di BMT Sumber Sejahtera Bersama Syariah. 

Pada awal oprasionalnya BMT SSB syariah berjalan lancar. Namun,  setelah satu 

tahun beroperasional mulai terjadi banyak masalah. Dalam hal ini peneliti melihat 

permasalahan-permasalahan yang terjadi di BMT Sumber Sejahtra Bersama (SSB 

Syariah) permasalahan ini semakin Nampak terlihat  ketika BMT SSB Syariah 

                                                 
6 Dokumentasi, Profil BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur 



mulai melaksanakan pembangunan pabrik serabut kelapa yang menelan dana 

nasabah yang cukup besar. Sejak saat itu mulai banyak nasabah yang menarik uang 

tabungannya sehingganya pihak BMT mulai kebingungan untuk mengembalikan 

dana nasabah yang diambil secara bersama-sama.7 

Permasalahan yang dihadapi oleh Anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama 

yaitu sulitnya pengambilan uang simpanan serta kurang jalasnya informasi tentang 

sistem bagi hasil dan produk-produk BMT lainnya. Sehingga banyak Anggota BMT 

yang tidak tahu berapa keuntungan dari sistem bagi hasil dan ketidakpastian dalam 

pengambilan uang tabungannya tersebut. Ketika masyarakat melakukan 

penyimpanan dana pada BMT tersebut, namun tidak ada presentase keuntungan 

yang diperoleh Anggota.8 Selain itu, permasalahan itu semakin nampak terlihat 

apabila nasabah ingin mengambil dana yang disimpan pada BMT tersebut, namun 

pihak BMT terkesan mempersulit proses pengambilan dana simpanannya, yaitu 

dengan memberikan berbagai macam alasan, diantaranya adalah dengan cara alasan 

mengulur-ulur waktu atau dengan alasan lainnya. Sehingga banyak Anggota yang 

kecewa dengan sistem pelayanan BMT tersebut.9  

Dari pemasalahan diatas peneliti menemukan adanya kesenjangan antara teori 

dalam Perlindungan Hukum Perdata yang memberikan pengayoman terhadap hak 

asasi manusia (HAM) yang di rugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan 

kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang di peroleh dengan 

praktek di yang terjadi di BMT SSB Syariah, sehingganya peneliti tertarik untuk 

                                                 
7Hasil Survey dengan Bapak Dimas, Marketing BMT Sumber Sejahtera Bersama, 

Wawancara, Kamis 2 Juni 2016  
8 Hasil Survey dengan Ibu Suprapti, Nasabah BMT Sumber Sejahtera Bersama, 

Wawancara, Kamis 2 Juni 2016. 
9 Hasil Survey Ibu Suprihatin, Nasabah BMT Sumber Sejahtera Bersama, Wawancara, 

Kamis 2 Juni 2016. 



meneliti bagaimana sebenarnya Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan 

Anggota dalam penyelesaian di BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani 

Timut Kec Marga Tiga Lampung Timur. 

B. PERTANYAAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka agar pembahasan 

dalam penelitian lebih terarah dan sistematis peneliti merumuskan pokok 

masalahnya. Adapun pokok masalah yang dimaksud adalah “bagaimana 

penyelesaian  Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Koperasi 

dalam Penyelesaian di BMT Sumber Sejahtra Bersama Gedung Wani Timur Kec 

Marga Tiga Lampung Timur menurut Hukum Perdata” ? 

C. TUJUAN  DAN MAMFAAT PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: “Untuk 

mengetahui bagaimana Penyelesaian Perlindungan Hukum Perdata 

Terhadap Simpanan Anggota Koperasi dalam Penyelesaian di BMT Sumber 

Sejahtra Bersama Gedung Wani Timur Kec Marga Tiga Lampung Timur” 

2. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat, 

adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Secara teoritis 

Hasil penelitian diaharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan yang berguna bagi umat Islam serta dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dibidang Hukum Ekonomi Syari’ah khususnya 

spesifikasi mengenai Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan 



Anggota di BMT Sumber Sejahtra Bersama Gedung Wani Timur Kec 

Marga Tiga Lampung Timur Terhadap Simpanan Anggota Koperasi” 

b. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi  BMT 

agar lebih berhati-hati dan lebih cermat lagi dalam mengelola dana 

nasabahnya serta memberikan pemahaman kepada masyarakat 

mengenai hak-hak mereka sebagai seorang Anggota BMT, dengan 

tujuan agar dalam proses kerjasama di BMT berjalan sesuai dengan 

kesepakatan dan aturan hukum yang berlaku. Sehingganya tidak ada 

pihak yang dirugikan.  

D. PENELITIAN  RELEVAN 

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian 

terdahulu (prior research) tentang persoalan yang akan dikaji.10 Terdapat 

beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat 

dalam pembahasan atau penelitian ini. Namun, meskipun memiliki persamaan 

antara penelitian satu dengan yang lainnya, setiap penelitian memiliki 

permasalahan yang berbeda-beda. Namun demikian peneliti menemukan 

beberapa karya ilmiah yang relevan yang memiliki keterkaitan dengan 

penelitian peneliti yaitu: 

Skripsi oleh Faridhatul Khasanah, yang berjudul “Perlindungan Hukum 

Anggota Terkait Kepailitan Koperasi Tinjauan UU No. 37 Tahun 2004 dan 

Syirkah (Studi Kasus di Koperasi Ngudi Asil Jiwut-Nglegok-Blitar)”. Dalam 

skripsi tersebu, Faridhatul Khasanah mengungkapkan bahwa pertama Pertam 

                                                 
10Zuhairi et.al. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.39  



Perlindungan Koperasi Ngudi Asil diberikan kepada anggota yang menyimpan 

dana yang belum dikembalikan oleh pihak koperasi, akan tetapi perlindungan 

hanya sebatas pertanggung jawaban pengembalian uang yang disimpan 

olehanggota. Kedua di dalam Undang-Undang Kepailitan maupun Undang-

undang Perkoperasian tidak dijelaskan bahwasannya tentang hak dan 

kewajiban para anggota ketika koperasi mengalami bangkrut, hanya saja pihak 

Koperasi Ngudi Asil memberikan pert anggung jawaban pengembalian uang 

yang disimpan oleh anggota dan pihak koperasi juga terus mengaih uang yang 

dipinjam oleh sejumlah anggota koperasi yang sampai saat ini belum juga 

dikembalikan.11 

Skripsi oleh Nova Choiruddin Mahardika yang berjudul,” Perlindungan 

Simpanan anggota Di BMT Beringharjo (Tinjauan Syariah Dan Hukum)”. Dari 

skripsi tersebut dapat diketahui bahwa BMT Beringharjo melakukan 

pengendalian manajemen guna memberikan kemanfaatan berkelanjutan 

kepada mitra usahanya dengan memberikan bentuk perlindungan secara 

implisit, hal ini dikarenakan BMT Beringharjo belum memiliki lembaga yang 

secara khusus menjamin simpanan mitranya.12 

Berdasarkan penelitian Faridhatul Khasanah dan Nova Choiruddin 

Mahardika terdapat perbedaan dan persamaan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti. Perbedaan penelitian Faridhatul Khasanah, Nova Choiruddin 

                                                 
 11 Faridhatul Khasanah, yang berjudul “Perlindungan Hukum Anggota Terkait Kepailitan 

Koperasi Tinjauan UU No. 37 Tahun 2004 dan Syirkah (Studi Kasus di Koperasi Ngudi Asil Jiwut 

Nglegok Blitar)”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016  
12 Nova Choiruddin Mahardika yang berjudul,” Perlindungan Simpanan anggota Di BMT 

Beringharjo (Tinjauan Syariah Dan Hukum)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta Tahu 2013, dalam https://teukuhermi.blogspot.co.id diunduh pada 31 Maret 

2017 

 

https://teukuhermi.blogspot.co.id/


Mahardika, yaitu penelitian Faridhatul Khasanah menitik beratkan pada 

Perlindungan Hukum Anggota Terkait Kepailitan Koperasi Tinjauan UU No. 

37 Tahun 2004 dan Syirkah dan Nova Choiruddin Mahardika menitik beratkan 

pada pengendalian manajemen guna memberikan kemanfaatan berkelanjutan 

kepada mitra usahanya dengan memberikan bentuk perlindungan secara 

implicit. Persamaannya adalah membahas tentang perlindungan mengenai 

anggota Koperasi atau BMT. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat peneliti tegaskan bahwa 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti belum pernah diteliti sebelumnya, 

khususnya di IAIN Metro. 

 

  



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A.  PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA 

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk 

pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat 

keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada 

korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak 

manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas 

pemeriksaan di sidang pengadilan. Aturan hukum tidak hanya untuk 

kepentingan jangka pendek saja, akan tetapi harus berdasarkan kepentingan 

jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep 

pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.13 

Menurut Setjibto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang di rugikan orang lain dan 

perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua 

hak-hak yang di peroleh oleh hukum.14 Sedangkan yang dimasud dengan 

Hukum perdata adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur 

hubungan hukum antara perorangan atau badan hukum yang mengutamakan 

kepentingan pribadi atau individu. Dengan kata lain, hukum perdata adalah 

                                                 
13Srikandi Rahayu, “Seputar Pengertian Perlindungan Hukum”,    

http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html 

diunduh pada tanggal 17 Oktober 2017 
14 Wahyu Proklamasi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Baitul Maal Wa Tamwil 

Akibat Pembekuan Studi Kasus BMT amanah Slaman Yogyakarta”, Skripsi Program Studi Fakultas 

Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sanan Kalijaga Yogyakarta dalam http://digilib.uin-

suka.ac.id/14790/1/09340140_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka(3).pdf , diunduh pada tanggal 7 

Oktober 2017.  

http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html
http://digilib.uin-suka.ac.id/14790/1/09340140_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka(3).pdf
http://digilib.uin-suka.ac.id/14790/1/09340140_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka(3).pdf


keseluruhan peraturan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan yang 

satu dengan kepentingan perseorangan yang lain.15 

Dari penjelasan tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan terkait 

perlindungan hukum perdata ialah suatu bentuk perlindungan hukum yang 

mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban antar kepentingan perseorangan 

yang satu dengan kepentingan perseorangan yang lain, agar tercipta rasa aman  

serta memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang 

dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar 

dapat menikmati semua hak-hak yang di peroleh oleh hukum. Perlindungan 

Hukum Perdata Ini juga sebagai salah satu bentuk ataupun upaya  dimana 

hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan 

dan kedamaian. 

B. KOPERASI 

1. Pengertian Koperasi 

Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang 

secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan 

kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang 

dikelola secara demokratis. 

Sesuai dengan bunyi pasal 1 UU No. 25/1992 yang dimaksud dengan 

koperasi di Indonesia adalah: 

...badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum 

koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 

                                                 
15 Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT Rajagrafind 

Persada, 2013), h. 48. 



sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 

kekeluargaan.16 

Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan 

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, 

dan makmur berlandaslan pancasila dan undang-undang dasar.17 

Berikut adalah pengertian koperasi sebagai pegangan untuk mengenal 

koperasi lebih jauh: 

Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk 

membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos 

yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan 

keperluan bersama, bukan keuntungan. (Hatta, 1954).18 

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasa yang memiliki 

kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi 

perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan 

sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia 

menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang 

mereka lakukan (ILO 1966 dikutip dari Edilius Sudarsono, 1993).19 

Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa dalam 

koperasi setidak-tidaknya terdapat dua unsuryang saling berkaitan satu sama 

lain. Unsur pertama adalah unsur ekonomi, sedangkan unsur kedua adalah 

                                                 
16 Undang-undang perkoperasian No. 25 Tahun 1992 pasal 1. 
17 Ibid, pasal 3 . 
18 Revrisond Baswir, koperasi Indonesia, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2015), 

Edisi Kedua, h.22 
19 Ibid.,h.22-23 



sosial. Sebagai suatu bentuk perusahaan, koperasi berusaha memperjuangkan 

pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggotanya secara efesien. Sedangkan 

sebagai perkumpulan orang, koperasi memiliki watak sosial. Keuntungan 

bukanlah tujuan koperasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh bung hata 

(1954), yang lebih diutamakan dalam koperasi adalah peningkatan 

kesejahteraan ekonomi para anggotanya.20  

Agar koperasi tidak minyimpang dari tujuan itu, pembentukan dan 

pengelolahan koperasi harus dilakukan secara demokratis. Padasaat 

pembentukannya koperasi harus dibentuk berdasarkan kesukarelaan dan 

kemauan bersama dari  para pendirinya. Kemudian, pada saat pengelolaannya, 

tiap-tiap anggota harus turut berpartisipasi dalam mengembangkan usaha dan 

mengewasi jalannya kegiatan koperasi.21 

2. Dasar Hukum Koperasi  

Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 25/1992 tentang pokok-pokok 

perkoperasian, koperasi di Indonesia memiliki dua landasan yang meliputi 

landasan idiil dan landasan strukturil. Sesuai dengan bab II UU No. 25/1992, 

landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila. Penempatan Pancasila 

sebagai landasan idiil koperasi Indonesia ini didasarkan atas pertimbangan 

bahwa pancasila adalah pandangan hidup dan idiologi bangsa Indonesia. Ia 

merupakan jiwa dan semangat bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara, serta merupakan nilai-nilai luhur yang ingin diwujudkan oleh 

bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya.22 

                                                 
20 Ibid.,h. 23 
21 Ibid., h. 24 
22 Ibid., h. 28 



Sedangkan landasan strukturil koperasi Indonesia adalah UUD 1945. 

Sebagaimana diketahui, UUD 1945 merupakan aturan pokok organisasi negara 

Republik Indonesia. Sebagai salah satu bentuk organisasi ekonomi yang hidup 

di Indonesia, maka penempatan UUD 1945 sebagai landasan Strukturil 

Koperasi Indonesia ini adalah sesuatu yang wajar. Sehubungan dengan masalah 

perekonomian, ayat 1 pasal 33 UUD 1945 telah tegas menggariskan bahwa 

perekonomian yang hendak diselenggarakan di Indonesia adalah suatu 

perekonomian yang disusun sebagai “usaha bersama berdasarkan asas 

kekeluargaan.” Sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta yang dimaksud 

dengan “usaha bersama berdasarkan asas kekeluarga” dalam ayat 1 Pasal 33 

UUD 1945 itu ialah koperasi.23 

Dalam proses pembentukan koperasi tentunya perlu memperhatikan 

beberapa hal sebagaimana yang tertuang pada syarat pembentukan yang diatur 

dalam  pasal 6 UU No. 25 Tahun 1992  adalah sebagai berikut:24 

1. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) 

orang. 

2. Koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi. 

Pembentukan koperasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 

dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran Dasar. Koperasi 

mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. 

Dalam pasal 8 UU No. 25 Tahun 1992 menerangkan lebih lanjut sebagaimana 

yang dimaksud pada pasal 7 ayat 1 memuat sekurang-kurangnya:25 

                                                 
23 Ibid., h.29  
24 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 6 
25 Ibid,  Pasal 8 



a. Daftar nama pendiri; 

b. Nama dan tempat kedudukan; 

c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha; 

d. Ketentuan mengenai keanggotaan; 

e. Ketentuan mengenai rapat anggota; 

f. Ketentuan mengenai pengelolaan; 

g. Ketentuan mengenai permodalan; 

h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya; 

i. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; 

j. Ketentuan mengenai sanksi. 

Selain syarat diatas status badan hukum juga merupakan yang tidak 

kalah pentingnya, dimana status badan hukum juga merupakan legalitas dari 

berdirinya suatu usaha, untuk memperoleh status badan hukum terlebih dahulu 

mendapat pengesahan dari pemerintah. 

3. Fungsi, Asas dan Prinsip Koperasi 

a. Fungsi Koperasi 

Koperasi pada dasarnya adalah organisasi ekonomi dari orang-orang 

yang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang dalam gerakan 

usahanya tidak hanya mementingkan motif ekonomi. Sebagaimana yang 

ada pada pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 yang menjelaskan terkait fungsi 

dan peran koperasai sebagai berikut:26 

1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan 

ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya 

untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

                                                 
26 Ibid., Pasal 4 



2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas 

kehidupan manusia dan masyarakat. 

3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 

ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai 

sokogurunya. 

4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian 

nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 

Selain merupakan bentuk perusahan yang memerukan keuangan, 

koperasi juga memiliki politik sosial. Sebagaimana tercermin dalam asas 

dan perinsip yang di anutnya, koperasi adalah suatu bentuk perusahan yang 

berasaskekeluargaan dan dikelolah secara demokratis.27 

Berdasarkan kedua motif itu, dengan sendirinya koperasi memiliki 

dua fungsi yang penting yang tidak dapat dipisahan satu sama lain. Fungsi 

tersebut diantaranya adalah:28 

1) Fungsi Koperasi dalam Bidang Ekonomi  

 Sebagai satu organisasi ekonomi fungsi koperasi secara khusus 

adalah sebagai berikut: 

a) Menumbuhkan motif berusaha yang ebih berperikemanusiaan. 

Dalam melakukan usahanya, koperasi tidak menyediakan 

keuntungan sebagai motif utamanya. Motif utama koperasi adalah 

memberikan pelayanan, bukan mencari keuntungan 

                                                 
27 Revrisond Baswir, koperasi Indonesia., h. 52 
28 Ibid, h. 52-53 



b) Sebagaimana metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil. 

Pembagian hasil usaha dalam koperasi tidak mendasarkan atas 

besarnya modal. Tetapi didasarkan atas perimbangan jasa dan 

partisipasi masing-masing anggota dalam membentuk volume usaha 

perusahaan. 

c) Memerangi menopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi modal lainnya.  

sebagai suatu bentuk usaha bersama, koperasi bukanah perkumpulan 

modal yang semata-mata bermasud mencari keuntungan. Koperasi 

adalah perkumpulan orang. Tujuan utammanya adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. 

d) Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. 

Dengan menjadikan pelayanan sebagai motip utamanya, harga dan 

barang dan jasa yang ditawarkan oleh koperasi harus lebih murah 

daripada yang ditawarkan oleh perusahan-perusahan kapitalis. 

Sehingga orang-orang dengan kemampuan terbatas tetap dapat 

memenuhi kebutuhannya dengan harga terjangkau. 

e) Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya. Keuntungan yang 

diperoleh koperasi tidak dinikmati orang seorang. Melaikan 

dibagikan kembali kepada para anggotanya, sesuai dengan 

perimbangan jasa dan partisipasi masing-masing anggota itu dalam 

membentuk volum usaha koperasi. 

f) Menyederhanakan dan mengefisiensikan sistem tata niaga, yaitu 

dengan cara: 

1) Mengurangi mata rentai perdagangan yang tak perlu. 



2) Melindungi konsumen dari iklan yang membingungkan 

3) Menghilangkan praktek-praktek tata niaga yang tidak benar dan 

tidak jujur. 

g) Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam mengelolaan 

perusahan. Koperasi memberikan kesempatan kepada semua 

anggotanya untuk mengatahuai kondisi keuangan perusahaan, dan 

mengikutsertakan setiap anggota dalam mengelola dan mengawasi 

kegiatan perusahaan. 

h) Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, atau 

antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan. Sebagai suatu 

organisasi ekonomi yang berwujud meningkatkan kesejahteraan 

anggotanya, koperasi menghindari segala bentuk praktik 

penumpukan barang, yang ditunjukan  semata-mata untuk meraih 

keuntungan sebesar-besarnya 

i) Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatnya secara efektif, 

menumbuhkan kebiasaan yang baik dalam pola konsumsi, 

membiasakan hidup hemat, dan mengembangkan jiwa membangun 

kesejahteraan umat manusia. 

 

 

2) Fungsi Koperasi dalam Bidang Sosial  

Fungsi koperasi dalam bidang sosial dalam garis besarnya adalah sebagai 

berikut:29 

                                                 
29 Ibid., h. 53 



a) Pendidikan anggota-anggotanya untuk memiliki semangat bekerja 

masa, baik dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka, 

maupum dalam membangun tatanan sosial yang lebih 

berperikemanusian. Dengan cara koperasi membantu 

mengembangkan perakarsa perseorangan untuk mengembangkan 

martabat dan harga dirinya. 

b) Mendidik anggotanya untuk semangat berkobar, sesuai dengan 

kemampuannya masing-masing demi terwujutnya suatu tatanan 

sosial yang adil dan beradab.  

c)  Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang manusiawi, yang 

tidak dibangun di atas hubungan-hubungan kebendaan, melaikan 

atas rasa persaudaraan dan kekeluargaan. 

d) Mendorong terwujutnya suatu tatanan sosial yang bersifat 

demokratis, yang menjamin di lindunginya hak dan kewajiban setiap 

orang. 

e) Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram 

dan damai. 

b. Asas Koperasi 

Sejalan dengan garis pertumbuhan bangsa Indonesia yang 

ditentukan oleh kehidupan bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh keadaan 

tempat lingkungan Indonesia serta suasana waktu sepanjang masa, dengan 

ciri-ciri ketuhanan yang maha esa, kegotongroyongan yang dinamis dan 

kekeluargaan serta Bhinnika Tunggal Ika.30 

                                                 
30 Kertasapoetra, Koperasi indonesia buku acuan untuk siwa sekolah menengah kejuruan,( 

Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h. 18 



Karena itu menurut pasal 2 UU No. 25 Tahun 1992 dijelaskan 

bahwasannya koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 

berdasar atas asa kekeluargaan.31 Dengan asas kekeluargaan telah 

mencerminkan adanya kesadaran dari hati nurani manusia untuk 

mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua, 

dibawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari para anggota atas dasar 

keadilan dan kebenaran serta keberanian serta berkorban bagi kepentingan 

bersama.32 

Dengan asas kegotongroyongan berarti bahwa pada koperasi 

tersebut telah terdapat keinsyafan dan kesadaran semangat kerjasama dan 

tanggung jawab bersama terhadap akibat dari karya, yang dalam hal ini 

bertitik berat pada kepentingan kebehagiaan bersama, ringan sama dijinjing 

berat sama dipikul. Dengan demikian maka kedudukan koperasi akan lancar 

karena para anggotanya dukung-mendukung dan dengan penuh kegairahan 

kerja dan tanggungjawab berjuang mencapai tujuan koperasi.33 

Asas kekeluargaan dan kegotongroyongan itu merupakan faham 

yang dinamis, artinya timbul dari semangat yang tinggi untuk secara 

bekerjasama dan tanggungjawab bersama berjuang menyukseskan 

tercapainya segala sesuatu yang menjadi cita-cita dan tujuan bersama dan 

berjuang secara manunggal untuk mengatasi/menanggulangi resiko yang 

diderita koperasinya sebagai akibat usahanya untuk kepentingan bersama.34 

                                                 
31 Ibid, h. 18 
32 Ibid., h.18-19 
33 Ibid., h. 19 

34 Ibid., h.19. 



c. Prinsip Koperasi 

Prinsip koperasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari landasan 

dan asas koperasi. Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal 5 UU 

No. 25 Tahun 1992 koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip 

sebagai berikut: 

a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 

Setiap warga negara Indosesia memiliki hak untuk masuk 

menjadi anggota koperasi. Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan 

pasal 5 UU No 25 Tahun 1992, sifat sukarela dalam keanggotaan 

koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak 

boleh dipaksa oleh siapapun. Sipat sukarela juga mengandung makna 

bahwa seorang anggota dapat menyatakan mengundurkan diri dari 

koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran 

dasar. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam hal 

keanggotaan koperasi tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi 

dalam bentuk apapun. 35 

b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis 

Prinsip demokrasi mengkapkan bahwa pengelolahan koperasi 

dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggotalah 

yang memengang dan melaksakan kekuasan tertinggi dalam koperasi. 

Penerapan prinsip ini dalam pengelolahan koperasi dengan 
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Edisi Kedua, h.38-39 



mengupayakan dengan banyak munggkin anggota dalam proses 

pengambilan keputusan.36 

c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding 

dengan besarnya jasa usaha masing-masing  anggota . 

Prektik pembagian hasil usaha merupakan praktik usaha 

koperasi yang berbeda dengan praktik perusahan-perusahan lainnya, 

terutama yang berbentuk perseroan terbatas. Pembagian sisa hasil usaha 

kepada para anggotanya berdasarkan perimbangan jasa masing-masing 

anggota dalam usaha koperasi, yaitu yang dihutang berdasarkan 

besarnya volime transaksi anggota dalam keseluruhan volume usaha 

koperasi.37 

d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal 

Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa 

koperasi, selain menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang 

wajar terhadap pertisipasi keanggotaannya, juga mendorong tumbuhnya 

rasa kesertiakawanan antarsesama anggota koperasi. Selain itu, hal 

tersebut juga menunjukan bahwa dalam jiwa tiap-tiap anggota koperasi 

tumbuh rasa solidaritas untuk saling tolong menolong antara anggota 

yang kuat terahadap anggota yang lemah. Dengan demikian, anggota 

yang mengalami kesulitan dalam ekonomi tetap memiliki peluang untuk 

memperbaiki kondisi ekonominya.38 

e) kemandirian. 
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37 Ibid.,h. 39-40 
38 Ibid., h 40 



Salah satu sasaran utama pembangunan koperasi di Indonesia 

adalah meningkatkan kemandiriannya. Untuk bisa mendirikan koperasi 

harus mempunyai organisasi dan usaha yang berakar kuat dalam 

kehidupan masyarakat. Agar koperasi dapat mengekar dalam kehidupan 

masyarakat maka keberadaan koperasi harus dapat diterima oleh 

masyarakat. Agar dapat bisa diterima oleh masyarakat maka koperasi 

harus mempu meperjuangkan kepentingan dan peningkatan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat.39 

Dalam mengembangkan koperasi maka koperasi melaksanakan 

pula prinsip koperasi sebagai berikut: 

a. Pendidikan perkoperasin  

b. Kerjasama antar koperasi. 

4. Rapat Anggota Koperasi 

Sebelum lebih lanjut membahas apa itu rapat anggota perlu di tekankan 

bahwasannya setiap warga negara Indonesia pada dasarnya memiliki hak 

menjadi anggota koperasi. Tetapi karena koperasi adalah sebuah badan hukum 

yang akan yang akan melakukan tindakan-tindakan hukum, yang benar-benar 

dapat diterima sebagai anggota sebuah koperasi hanyalah mereka yang mampu 

melakukan tindakan hukum atau tindakan koperasi, dan yang memenuhi 

persyaratan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tanggga koperasi 

itu.40 

Sehubungan dengan itu, sesuai dengan salah satu prinsip koperasi, 

keanggotaan koperasi pada dasarnya bersifat sukarela dan terbuka. Yang 

                                                 
39 Ibid., h. 40 
40 Ibid., h.78 



dimaksud dengan bersifat sukarela adalah bahwa setiap anggota koperasi 

mendaftar menjadi anggota koperasi atas kemauan sendiri. Sedangkan yang 

dimaksud dengan bersifat terbuka adalah bahwa keanggotaan koperasi tidak 

mengenal diskriminasi dalam bentuk apa pun. Setiap orang yang mampu 

memenuhi syarat-syarat itu misalnya adalah sudah harus dewasa, mampu 

membayar uang simpanan, bertempat tinggal di daerah koperasi, dan lain 

sebagainya.41 

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam 

koperasi. Rapat anggota menetapkan:42 

a. Anggaran dasar  

b. Kebijakan umum dibidang organisasi ,manajemen ,dan usaha Koperasi; 

c. pemilihan pengangkatan ,pemberhentian pengurus dan pengawas ; 

d. rencana kerja ,rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi ,serta 

pengesahan laporan keuangan  

e.  pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan 

tugasnya ; 

f. . pembagian sisa hasil usaha ; 

g.  penggabungan ,peleburan ,pembagian ,dan pembubaran Koperasi . 

Pasal 24 

a. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk 

mencapai mufakat. 
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42 Undang-undang perkoperasian No. 25 Tahun 1992 Pasal 23 



b. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah ,maka 

pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak . 

c. Dalam dilakukan pemungutan suara ,setip anggota mempunyai hak satu 

suara . 

d. Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar 

dengan mempertimbagkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi 

anggota secara berimbang.43 

Pasal 25 

Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban 

Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi.44 

Pasal 26 

a. Rapat anggota dilakukan paling sedikit dalam 12 (satu) tahun . 

b. Rapat anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus 

diselenggarakan paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku 

lampau.45 

Pasal 27 

a. Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Koperasi 

dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan 

mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada 

Rapat Anggota . 
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44Ibid., Pasal 25  
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b.  Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah 

anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaanya 

ditur dalam Anggaran Dasar. 

c. Rapat Anggota Luar Biasa Mempunyai wewenang yang dengan 

wewenang Rapat Anggota sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 

23.46 

Pasal 28 

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan 

Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar.47 

5. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi 

Hak-hak anggota koperasi di atur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia No.25Tahun 1992 Pasal 20 ayat 2 sebagai berikut:48 

a) Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat 

Anggota; 

b) memilihdan/atau dipilih menjadi aggota Pengurus atau Pengawas ; 

c) meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran 

Dasar; 

d) mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat 

Anggota baik diminta maupun tidak diminta . 

e) memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama  antara 

sesama aggota; 
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f) mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut 

ketentuan dalam 

Kewajiban anggota koperasi di atur dalam Undang-Undang 

No.25Tahun 1992 Pasal 20 ayat 1 sebagai berikut:49 

a) mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta 

keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota  

b) berpartisipasi dalam kegiatan usahs yang diselenggarakan oleh Koperasi 

c) mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas 

kekeluargaan. 

6. Simpanan Koperasi 

Istilah simpanan mempunyai konotasi pengertian milik penyimpan, yang 

berarti modal pinjaman.UU sebelumnya, yaitu UU tahun 1915, 1927, 1933, dan 

1949, tidak mengatur permodalan koperasi dan aspek usaha lainnya. UU 

tersebut hanya mengatur pengertian dan identitas koperasi, aspek kelembagaan, 

dan pengesahan badan hukum oleh pemerintah. Sedang aspek usaha atau jika 

koperasi menjalankan kegiatan usaha mengikuti hukum sipil yang berlaku. 

Dengan demikian maka istilah yang digunakan untuk modal koperasi adalah 

andil atau saham, sama dengan yang dipergunakan oleh perusahaan pada 

umumnya.50 

Bung Hatta dalam bukunya pengantar ke Jalan Ekonomi Perusahaan 

menjelaskan pengertian modal perusahaan pada umumnya, juga dianut oleh 

                                                 
 49 Ibid, h. Pasal 20 Ayat 1 

50 Afif Alamsyah, “Pengertian simpanan Koperasi/keangotaan koperasi/RAT/SHU”, dalam 

http://afifalamsyah.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-simpanan-koperasikeangotaan.html, 

diunduh pada 28 September 2017. 

https://www.blogger.com/profile/11750241355170514429
http://afifalamsyah.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-simpanan-koperasikeangotaan.html


koperasi yang berbadan hukum. Istilah simpanan untuk modal koperasi 

digunakan baik untuk ekuitas (modal sendin) maupun modal pinjaman, 

sehingga status modal koperasi menjadi tidak jelas. 51 

Macam-macam simpanan koperasi terdiri dari 5 (Lima) macam yaitu:52 

a. Simpanan pokok  

Simpanan ini diterima dari seseorang yang akan menjadi anggota 

koperasi, dan simpanan ini yang diterima oleh koperasi hanya berlangsung 

satu syarat masuknya seseorang untuk menjadi anggota koperasi.  

b. Simpanan wajib 

Simpanan yang dibebankan kepada semua anggota koperasi selama 

berulang ulang dengan jangka waktu tertentu 

c. Simpanan sukarela 

Modal koperasi semacam ini adalah simpanan dari anggota-anggota 

koperasi yang bersifat sukarela, dalam artian tidak ada paksaan untuk 

melakukan simpanan ini tetapi dilakukan atas kemauan sendiri.53 

7. Tugas, Wewenang dan Pelaksanaan Pengurus Simpanan Anggota 

Koperasi 

Pengurus koperasi merupakan institusi dalam koperasih yang dipilih 

dari kalangan anggota oleh anggota koperasi, yang merupakan institusi yang 

memegang kuasa rapat anggota. Karna pengurus akan mempunya tanggung 
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52 Ridho Ihsam Nugraha, “Macam-macam Simpanan Koperasi”, dalam 

http://ridhoihsangood.blogspot.co.id/2012/11/macam-macam-simpanan-koperasi.html, di unduh 28 

September 2017 
53 Ibid., 
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jawab langsung kepada rapat anggota atas segala kegiatan yang berkaitan 

dengan pengelolaaan dan usaha yang dikelolahnya.54 

Pengurus koperasi dipilih oleh rapat angota dari kalangan anggotanya, 

mereka yang di pilih itu harus :55 

1) Mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan kerja. 

2) Syarat-syarat lain yang di tentukan dalam anggaran dasar koperasinya. 

 

a. Tugas Pengusus 

Tugas kewajiban pengurus koperasi menurut Pasal 30 UU No. 25 

Tahun 1992 dalam buku Kartasapoetra adalah sebagai berikut  :56  

7) megelola Koperasi dan usahanya 

8) mengajukan rancangan rencana kerjaserta rancangan 

rencanaanggaran pendapatan dan belanja Koperasi  

9)  menyelenggarakan Rapat Anggota 

10) . mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas 

11) menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara 

tertib; 

12) memelihara daftar buku anggota dan pengurus 

Pertanggung jawaban pengurus ternyata meliputi pula pertanggung 

jawaban dalam hal terjadinya kerugian koperasinya, dalam hal ini baik 

pengurus tersebut secara bersama-sama ataupun perorangan (sendiri-

                                                 
54 Hudiyanto, Sistem Koperasi Ideologi dan Pengelolahan, (Yogyakarta: UII Pres, 2001), 

h.153 
55 Revrisond Baswir, koperasi Indonesia, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2015), 

Edisi Kedua, h.114 
56 Undang-undang perkoperasian No. 25 Tahun 1992 Pasal 30 



sendiri), baik kerugian akibat kelalaianya maupun kerugian yang timbul 

karena kesengajaan. Jika kerugiaan itu terjadi karena memang setiap usaha 

di lapangan perekonomian tidak bisa di harapankan selamanya akan 

berhasil, sehubungan dengan tanggung jawab maka ada dua kemungkinan 

untuk membebaskan pertanggungjawabannya, sebagai berikut:57 

1) yaitu kepada pengurus (termasuk juga anggotanya secara sendiri-

sendiri)  

2) atau kepada koperasi sebagai badan hukum  

Jika koperasi sendiri sebagai badan hukum ternyata tidak dapat 

menutup kerugian, maka anggota-anggota  dapat dibebani tanggungan, baik 

bersifat terbatas maupun tidak terbatas,akan tetapi diantara para anggota 

menanggung kerugian ini ternyata ada yang kurang mampu, maka menjadi 

kewajiban anggota lainya untuk menunjang yang kurang mampu. 

b. Wewenang Pengurus  

Wewenang Pengurus Koperasi berkaitan dengan tugas yang di 

embannya, pengurus koperasi memiliki jumlah wewenang untuk 

menunjukan pelaksanaan tanggungjawabnya. Wewenang tersebut 

diantaranya  sebagai berikut:58 

1) Mewakii koperasi di hadapan dan di luar pengadilan. 

2) Memutuskan kelayakan penerimaan dan penolakan seorang sebagai 

angota koperasi berdasarkan anggaran dasar koperasi. 
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3)  Melakukan tindakan untuk kepentingan dan kemamfaatan koperasi 

sesuai dengan tanggungjawabnya sebagai pengurus 

c. Pelaksanaan Pengurus 

Sebagai pihak yang di percaya untuk mengurus koperasi cangkupan 

tugas koperasi meliputi baik pengelolaan organisasi koperasi maupun 

pengelolaan koperasi. Termasuk di dalamnya mengenai simpanan anggota 

koperasi. Adapun tugas pengurus koperasi dalam garis besarnya adalah 

sebagai berikut:59 

1) Mengelolah organisasi koperasi dan usaha koperasi 

Pada prinsipnya pengurus koperasi harus mengelolah organisasi 

dengan tertib, sehingga organisasi koperasi dapat berkembang menjadi 

organisasi maju dan professional. 

2) Memelihara buku daftar anggota, pengus dan pengawas 

Pengurus koperasi berkewajiban menyelenggara administrasi 

yang teratur dan sistemati mengenai segala hal yang berkaitan kegiatan 

yang dilakukan oleh koperasi. 

 

3) Menyelenggarakan rapat anggota 

Sebagai pengelolah organisasi koperasi, pengurus koperasi 

antaralain harus mampu menyelenggarakan rapat anggota koperasi 

dengan sebaik-baiknya. 
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4) Mengajukan laporan pelaksanaan tugas dan laporan keuangan 

koperasi 

Pertanggungjawaban kinerja usaha dan organisasi koperasi 

harus dilakukan dengan membuat laporan dengan rinci mengenai 

perkembangan usaha dan organisasi koperasi serta menyajikan laporan 

keuangan koperasi.  

5) Mengajukan rencana kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan 

belanja koperasi. 

Sebagai pengelola usaha koperasi pengurus koperasi harus 

memiliki wawasan bisnis yang cukup. Berbekal wawasan tersebut, 

pengurus koperasi harus dapat memetakan peluang dan ancaman yang 

di hadapi oleh koperasi serta mengetahui kekuatan dan kelemahan 

koperasi, yaitu agar mereka dapat menentukan strategi pengelolaan 

usaha koperasi secara tepat dengan pedoman seperti itu, para pengurus 

koperasi di harapkan dapat merumuskan rencana kerja dan rancangan 

anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk suatu periode tertentu 

di masa yang akan datang.  

Demi kelancaran dan keberhasilan segala macam usaha yang 

dijalankan oleh koperasi tentu tidak lepas dari adanya kesadaran, 

kemampuan, berpartisipasi serta peran aktif anggota dan masyarakat 

sekitarnya. Tentu dengan catatan dukungan modal yang memadai untuk 

mengembangkan usaha tersebut serta peran dan kemampuan pengurus 

dalam melaksanakan,  mengelola, dan menjalankan berbagai kebijakan 



demi menarik minat konsumen untuk mau menggunakan jasa yang 

ditawarkan dan masuk menjadi anggota koperasi.60 

Keaktifan anggota berpartisipasi dapat berupa aktif dalam transaksi 

kegiatan usaha dan juga dalam pembiayaan koperasi berupa simpanan 

pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela serta pemanfaatan berbagai 

potensi usaha pelayanan yang disediakan koperasi akan meningkatkan 

modal koperasi, terutama modal kerja dan omset usaha koperasi. 

8. Pembubaran Koperasi 

Keberadaan koperasi tidak bisa dilepaskan dari dukungan para 

anggotanya. Pada tahap-tahap awal pembubarannya, para anggota koperasi 

mungkin merasakan manfaat keberadaan koperasi itu bagi peningkatan 

kesejahteraan mereka. Tetapi sejalan dengan perkembangan usahanya, tidak 

tertutup kemungkinan bahwa perkembangan usaha koperasi tidak lagi sesuai 

dengan harapan para anggotanya. Dalam keadaan seperti itu, partisipasi anggota 

terhada keberadaan koperasi akan cenderung berkurang.61 

 Pembubaran koperasi bisa disebabkan boleh faktor-faktor dari dalam 

koperasi atau oleh masalah-masalah yang berasal dari luar koperasi. 

Berdasarkan ketentuan di dalam Bab X Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 

pembubaran koperasi akan diakukan karena sebab-sebab berikut:62 

a. Rapat anggota koperasi memang menghendaki koperasi dibubarkan 

                                                 
60 Ferline Ariesta, “Pengaruh Jumlah Anggota Dansimpanan Anggota Terhadap 

Peningkatansisa Hasil Usaha (Shu) Pada Pkp-Ri (Pusat Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia)Propinsi Sumatera Barat”, dalam https://media.neliti.com/media/publications/29809-ID-

pengaruh-jumlah-anggota-dan-simpanan-anggota-terhadap-peningkatansisa-hasil-usah.pdf, 

diunduh pada 09 Oktober 2017. 
61 Revrisond Baswir, koperasi Indonesia, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2015), 

Edisi Kedua, h.99 
62 Ibid, h.100  

https://media.neliti.com/media/publications/29809-ID-pengaruh-jumlah-anggota-dan-simpanan-anggota-terhadap-peningkatansisa-hasil-usah.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/29809-ID-pengaruh-jumlah-anggota-dan-simpanan-anggota-terhadap-peningkatansisa-hasil-usah.pdf


  Pembubaran koperasi atas kehendak para anggotanya harus 

dilakukan melaui rapat anggota. Dalam rapat anggota tersebut dapat 

diketahui alasan-alasan yang mendorong dibubarkannya koiperasi. Alasan 

aasan tadi harus cukup kuat, sehingga bisa diterima oleh anggota yang hadir 

dalam rapat itu. Diantara yang menungkinkan dilakukannya pembubaran 

koperasi atas kehendak anggota adalah karena tidak sesuainya 

perkembangan usaha koperasi dengan harapan para anggotanya. Melajutkan 

koperasi itu justru dipandang dapat merugikan para anggota koperasi 

tersebut. Selain itu pembubaran koperasi juga dapat terjadi karna dilakukan 

penggambungan sebuah koperasi dengan koperasi lainnya, sehingga 

koperasi yang telah ada segera dibubarkan untuk kemudian segara 

membentuk koperasi baru.   

 

b. Koperasi dibubarkan atas keputusan pemerintah 

Pemerintah dapat mengeluarkan surat keputusan pembubaran 

koperasi bila:63 

1) Terdapat bukti-bukti yang kuat bahwa koperasi yang bersangkutan 

tidak memenuhim ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-

undang koperasi yang berlaku. 

2) Kegiatan-kegiatan koperasi secara nyata bertentangan dengan dan 

menggangu ketertiban umum dan atau kesusilaan 

3) Pemerintah memamdang bahwa kelangsungan hidup koperasi tidak 

dapat lagi di pertahankan, sehingga tidak dapat di harapkan maupun 
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memenuhi fungsinya sebagai organisasi ekonomi yang ingin 

memperjuangkan kepentingan para anggota. 

Ada perbedaan tata cara pembuburan koperasi, antara pembuburan 

karena kehendak para anggota koperasi sendiri (melalui rapat anggota), 

dengan pembubaran atas kehendak pemerintah.64 

a. Pembuburan atas dasar kehendak kendiri  

Langkah-langkah pembuburan koperasi atas dasar kehendak para 

anggotanya adalah sebagai berikut: 

1) Koperasi yang bersakutan mengadakan rapat anggota khusus untuk 

membahas pembuburan koperasi. 

2) Pengurus menyampaikan keputusan rapat anggota mengenai 

pembubaran koperasi tersebut kepada pejabat dilingkungan instensi 

perkoperasian dengan mengajukan permohonan pembuburan 

koperasi 

3) Setelah permohonan pembubaran diterima oleh pejabat yang 

berwenang, selanjutnya pejabat yang berngakutan akan 

mengeluarkan surat keputusan pembubaran dan menyampaikannya 

kepada koperasi yang mengajukan. 

Keputusan pembuburan koperasi oleh pemerintah akan 

dikeuarkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan 

sejak tanggal diterimanya surat permohonan pembubaran koperasi. 

Keputusan pembubaran ini akan diberitahukan secara tertulis oleh kuasa 

rapat anggota kepada pemerintah dan para kreditur koperasi.65 
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b. Pembuburan koperasi atas kehendak pemerintah 

Pembubaran koperasi aas kehendak pemerintah dilakukan bila 

koperasi telah benar-benar terbukti melanggar undang undang atau 

peraturan yang berlaku, atau karena uasaha koperasi benar-benar telah 

terbukti tidak sejalan lagi dengan kepentingan para anggotanya. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbanagan tersebut, pemerintah dapat 

mengambil keputusan untuk membubarkan koperasi.66 

 Pelangaran undang-undang atau peraturan oleh koperasi dapat 

terjadi semata-mata karena kesalahan koperasi,tetapi dapat pula karena 

terbuktinya unadang-undang atau peraturan baru yang menuntut di 

lakukannya penyasuaian oleh koperasi. Dalam hal pelanggaran undang-

undang atau peraturan terjadi semata-mata karena kesalahan koperasi, maka 

langkah-langkah pembubaran oleh pemeritah akan dilakukan secara:67 

1) Dilakukan penelitian untuk memperoleh bukti-bukti yang kuat 

bahwa koperasi yang bersangkutan benar-benar telah melanggar 

ketentuan dalam undang-undang atau  peraturan lainnya, misalnya 

kegiatan usahanya yang jelas bertentangan dengan  kesusilaan atau 

bisa menggangu ketertiban umum. 

2) Bersamaan dengan dilakukanya penelitian, pemerintah juga 

meakukan pencatatan-pencatan tentang kekayaan yang terjadi hak 

koperasi,  bukti-bukti mengenai kekayaan tersebut, daftar anggota, 

daftar anggota pengurus yang mungkin perlu di minta pertanggung 

jawabannya 
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3) Atas dasar penelitian tersebut, pejabat yang berweng untuk 

mebubarkan koperasi akan mengirim surat pembubaran kepada 

koperasi yang bersangkutan.  

4) Pada saat yang bersamaan dengan pengiriman surat pemberitahuan 

pembubaran tersebut, dikirim pula usul pembubaran kepada pejabat 

terkait lainnya. Dalam hal koperasi yang akan di bubarkan tersebut 

tinggal namanya saja, artinya tidak lagi ada pengurus serta 

anggota,maka pemerintah akan mengungumkan terbih dahulu 

rencana pembubaran koperasi tersebut. Bila sampai batas waktu 

yang telah di tetapkan tidak ada pengajuan keberatan oleh piahak-

pihak yang berkepentingan, maka pembubaran itu dapat dilakukan 

oeh pejabat terkait.68    

Keputusan pembubaran Sebagai telah di kemukakan diatas, 

keputusan pembubaran koperasi di lakukan oleh pejabat yang berweng 

setelah seluruh prosedsur pembubaran koperasi dilakukan. Hal ini beraku 

baik dalam kasus pembubaran koperasi atas kemauan sendiri maupun dalam 

kasus pembubaran koperasi atas kehendak pemerintah. pembubaran 

dilakukan oleh pemerintah dengan mengirim surat pemberitahuan 

pembubaran. Surat pembubaran ini harus di catat di dalam daftar umum di 

wilayah tempat koperasi itu terdaftar.69 

9. Penyelesaian 

Penyelesain merupakan langkah yang diharapkan mampu menjadi 

solusi nyata ditengah permasalahan yang dihadapi oleh koperasi, agar tidak ada 
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pihak yang merasa dirugikan. Pemerintah dalam hal ini memberikan fasilitas 

dan tawaran kongkrit dalam upaya penyelesaian masalah yang tertuang dalam 

Undang-undang  No. 25 Tahun 1992 pasal 52 tentang perkoperasian,berikut ini 

adalah langkah-langkahnya : 

a. Penyelesaian dilakukan oleh penyelesaian pembubaran yang 

selanjutnya disebut Penyelesai. 

b. Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota, penyelesai 

ditunjuk oleh Rapat Anggota. 

c. Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan pemerintah , penyelesai 

ditunjuk oleh Pemerintah. 

d. Selama dalam proses penyelesaian,Koperasi tersebut tetap ada dengan 

sebutan ”Koperasi dalam penyelesaian”.70 

Penyelesaian segera dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan 

pembubaran Koperasi dan Penyelesai bertanggungjawab kepada kuasa 

Rapat Anggota dalam hal penyelesaian ditunjuk oleh Rapat Anggota dan 

kepada pemerintah dalam hal penyelesai ditunjuk oleh pemerintah.71 

Penyelesai dalam melaksanakan tugasnya mempunyai 

hak,wewenang, dan kewajiban sebagai berikut: 

a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama “Koperasi 

dalam penyelesaian “. 

b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan ; 

c. memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang 

diperlukan,baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama; 
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d. memperoleh ,memeriksa ,dan mengunakan segala catatan yang dan arsip 

Koperasi ; 

e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang 

didahulukan dari pembayaran hutang lainnya ; 

f. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa 

kewajiban Koperasi; 

g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota ; 

h. membuat berita acara penyelesaian.72 

C. PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP SIMPANAN 

ANGGOTA KOPERASI 

Anggota Koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa 

Koperasi. Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar Anggota, dan 

Keanggotaan Koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu 

menggunakan jasa Koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab 

keanggotaan.73 

Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan 

kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. 

Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Selain itu Koperasi juga 
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menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama disegala bidang kehidupan 

ekonomi rakyat.74 

Pasal 44 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian menjelaskan 

tentang bagaimana pengelolaan dana koperasi dalam membuka lapangan usaha 

yang berisi sebagai berikut: 

1.  Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan 

usaha simpan pinjam dan untuk: 

a. Anggota koperasi yang bersangkutan 

b. Koperasi lain dan/atau anggotanya 

2. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau 

satu-satunya kegiatan usaha koperasi. 

3. Pelaksanakan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur lebih lanjut dengan 

peraturan pemerintah .75 

Pengurus merupakan sosok yang sentral dalam tatanan pendirian hingga 

pelaksanaan koperasi, karena penguruslah yang kemudian menjadi nahkoda 

maju atau mundurnya sebuah koperasi. Dalam upaya perlindungan dan 

memberikan kepastian hukum terhadap dana simpanan anggota maka perlu 

untuk mengetahuai bagaimana kinerja pengurus yang seharusnya dilakukan di 

dalam undang-undang perkoperasian yang berlaku di Indonesia. 

Pengurus dalam pasal 29 UU No. 25 Tahun 1992 menjelaskan tata cara 

pemilihan pengurus yaitu: 

1. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. 
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2. Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. 

3. Untuk pertama kali,susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan 

dalam akta pendirian. 

4. Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun. 

5. Persyaratan untuk dapat dipilh dan diangkat menjadi Anggota.76 

Pengurus Koperasi memiliki tugas yaitu mengelola Koperasi dan 

usahanya, mengajukan rancangan-rencana kerja serta rancangan-rencana 

anggaran pendapatan dan belanja Koperasi,  menyelenggarakan Rapat Anggota, 

mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, 

menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, dan 

memelihara daftar buku anggota dan pengurus.77 

Sementara itu Pengurus koperasi juga berwenang untuk mewakili 

Koperasi di dalam dan diluar pengadilan, memutuskan penerimaan dan 

penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan 

dalam Anggaran Dasar dan melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan 

dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan 

Rapat Anggota. Pengurus juga  bertanggungjawab mengenai segala kegiatan 

pengelolaan Koperasi dan usahanya78 

kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa .79 

Dalam upaya perlindungan Hukum terhadap simpanan anggota Koperasi 

maka Undang-undang Pasal 34 UU No. 25 Tahun 1992 memberikan jaminan 

bahwasannya Pengurus,baik bersama-sama,maupun sendiri-sendiri,menanggung 
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kerugian yang di derita Koperasi ,karena tindakan yang dilakukan dengan 

kesengajaan atau kelalaiannya, di samping penggantian kerugian tersebut,apabila 

tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan ,tidak menutup kemungkinan bagi 

penuntut umum untuk melakukan penuntutan.80 

Koperasi sebagai alat sosial dan alat ekonomi haruslah menjalankan usaha, 

dengan demikian modal mempunyai kedudukan vital, tetapi dengan pengertian 

bahwa modal tersebut tidak boleh diberi “arti” yang lebih penting daripada 

kepentingan orang-orang yang menjadi anggotanya. Jelasnya jika modal yang akan 

di pergunakan usahanya itu akan menjadikan koperesi tersebut jatuh kebawah 

pengaruh kaum modal demikian harus ditolak karena kepentingan anggota lebih 

penting daripada modal.81 

Berdasarkan Kepmen No: 351/Kep/M/XII/1998, dalam melaksanakan 

kegiatan usaha penghimpunan dana, ada 2 (dua) bentuk simpanan yang 

diperbolehkan, yaitu tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Untuk melayani 

kebutuhan penyimpanan, koperasi dapat menciptakan berbagai jenis tabungan 

koperasi dan simpanan berjangka. Pemberian nama dan ketentuan mengenai jenis-

jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka merupakan wewenang pengurus 

koperasi.82 

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi Undang-undang Perkoperasian  

No. 25 Tahun 1992 tentang Penyelesaian memberikan perlindungan hukum 
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yaitu anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan 

wajib dam modal penyertaan yang dimilikinya.83 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. JENIS DAN SIFAT PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (field 

research) penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara 

spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-

tengah kehidupan masyarakat. Jadi mengadakan penelitian lapangan mengenai 

beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan dari 

dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya penelitian lapangan 

bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.84 

Field research di sini adalah penelitian tentang kajian terhadap 

“Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Koperasi di BMT 

(dalam Penyelesasian) sumber Sejahtra Bersama Gedung Wani Timur Kec 

Marga Tiga Lampung Timur” 

2. Sifat Penelitian 

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat 

penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Secara harfiah, penelitian deskriptif 

adalah suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan 

pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.85 
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Penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati mengenai “Perlindungan Hukum Perdata Terhadap 

Simpanan Anggota Koperasi di BMT (dalam Penyelesaian) Sumber Sejahtra 

Bersama Gedung Wani Timur Kec Marga Tiga Lampung Timur” 

B. SUMBER DATA 

 Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari 

mana data dapat diperoleh.86 Sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 

2 macam yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data atau peneliti untuk tujuan penelitian.87 Menurut 

Husain Umar, data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber 

pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau 

hasil kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.88  

Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui hasil 

wawancara kepada Bapak Anang Fauzi selaku Manager SSB Syariah, Bapak 

Dimas Prasetyo Selaku marketing SSB Syariah, Ibu Erni, ibu Suprapti, Ibu 

Supiyati, Ibu Ismawati dan Ibu Lavi Sahida selaku anggota BMT SSB Syariah. 

2. Sumber Data Sekunder 
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Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber data 

sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh dari informasi yang 

berkaitan dengan penelitian, seperti buku-buku, media elektronik, letak 

geografis desa maupun keadaan demografis desa sebagai pelengkap data 

primer.89  

Adapun buku-buku yang digunakan diantaranya Undang-Undang No 

25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Revrisond Baswir, koperasi Indonesia, 

Hudiyanto, Sistem Koperasi Ideologi dan Pengelolahan, Kertasapoetra, 

Koperasi Indonesia Buku Acuan Untuk Siswa Sekolah Menengah Kejuruan. 

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Sebagaimana layaknya studi kualitatif yang mengadakan penelitian 

terhadap lapangan. Maka pengumpulan datanya dilakukan langsung oleh peneliti 

dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi  

1. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti 

untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan 

berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si 

peneliti.90 

Wawancara mengacu kepada pedoman wawancara yang telah dibuat 

sesuai dengan tujuan penelitian terutama dengan jenis data yang dibutuhkan. 

Adapun yang menjadi sasaran dalam metode wawancara ini seperti Bapak 

Anang Fauzi selaku Manager SSB Syariah, Bapak Dimas Prasetyo Selaku 
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marketing SSB Syariah, Ibu Erni, ibu Suprapti, Ibu Supiyati, Ibu Ismawati dan 

Ibu Lavi Sahida selaku anggota BMT SSB Syariah. 

2. Dokumentasi 

 Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan 

data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.91 Teknik dokumentasi 

digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang 

mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang 

masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.92 

Dokmentasi ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan bahan-

bahan tertulis yang berkenaan dengan keadaan dan keterangan yang berkaitan  

dengan  “Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Koperasi 

di BMT (dalam Penyelesaian) Sumber Sejahtra Bersama Gedung Wani Timur 

Kec Marga Tiga Lampung Timur” 

D. TEKNIS ANALISA DATA 

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, 

karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna 

dalam memecahkan masalah penelitian.93 Abdurrahmat Fathoni mengatakan 

bahwa, jika data yang diperoleh dari suatu penelitian adalah berbentuk kualitatif 

maka teknik analisa datanya adalah analisa kualitatif, dan jika data yang diperolah 
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adalah berbentuk kuantitatif maka teknik analisa  datanya juga menggunakan 

analisa kuantitatif.94 

Pada penelitian kualitatif, penelitian dilakukan pada objek yang alamiah, 

maksudnya objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti. 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis 

kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh dari penelitian merupakan 

keterangan-keterangan dalam bentuk uraian berupa dokumen interview maupun 

pengamatan langsung  pada obyek penelitian sehingga dari data-data yang 

terkumpul peneliti mengetahui Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan 

Anggota Studi Kasus di BMT (dalam Penyelesaian) Sumber Sejahtera Bersama 

Gedung Wani Timur Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur. 

Adapun yang dimaksud cara berfikir induktif adalah menganalisis sesuatu 

yang bersifat khusus untuk kemudian disimpulkan menjadi bersifat umum dengan 

demikian, dari fakta-fakta yang didapat berdasarkan hasil wawancara yang telah 

dilakukan penelitian terhadap Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan 

Anggota Studi Kasus di BMT (dalam Penyelesaian) Sumber Sejahtera Bersama 

Gedung Wani Timur Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur.95 

 

  

                                                 
  94 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, (Jakarata: Granit, 2005) h 61 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Wilayah Penelitian BMT Sumber Sejahtera Bersama 

1. Sejarah Singkat Berdirinya BMT Sumber Sejahtera Bersama 

Sejarah berdirinya BMT Sumber Sejahtera Bersama diawali oleh 

keprihatinan para pendiri BMT Sumber Sejahtera Bersama dengan 

ketergantungannya pengusaha-pengusaha dari sektor perdagangan, industri 

kecil pertanian menengah kebawah kepada rentenir-rentenir yang 

memberikan pinjaman dengan suku bunga yang tinggi untuk penambahan 

modal usahanya. Dan ternyata justru banyak usaha kecil dan menengah 

yang gulung tikar karea spekulasi mereka yang terlalu berisiko. 

BMT Sumber Sejahtera Bersama adalah lembaga keuangan mikro 

syariah dengan prinsip operasionalya mengacu pada prinsip-prinsip syariat 

Islam. Dan tujuan dari BMT Sumber Sejahtera Bersama adalah 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempunyai daya saing 

anggota dan mitra binaan juga masyarakat pada umumnya melalui kegiatan 

pendukung lainnya. BMT Sumber Sejahtera Bersama merupakan koperasi 

yang bergerak dibidang serba usaha, dan dirintis sejak tahun 2014 yang 

terdiri dari 20 orang. Dengan modal Rp 1.500.000,00. Sejak itulah anggota 

pendiri sepakat menjadikan BMT Sumber Sejahtera Bersama berbadan 

Hukum Koperasi.96 
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Legalitas tersebut tertuang dalam Akte Pendirian yang dikeluarkan 

oleh Kantor Wilayah Koperasi PKM Provinsi Lampung dengan Nomor 

Badan Hukum No.04/Bh/X.7-1-2014. Berangkat dari wawasan tersebut, 20 

orang yang menjadi anggota pendiri BMT Sumber Sejahtera Bersama 

berkeinginan menyatukan visi, misi, dan tujuan untuk mmendirikan sebuah 

badan atau lembaga keuangan walaupun tidak mungkin untuk memenuhi 

seluruh kebutuhan akan modal para pengusaha kecil dan menengah tapi 

mereka ikut dalam peningkatan perputaran roda perekonomian Desa 

Gedung Wani Timur dan sekitarnya yang lebih stabil dan aman dari 

rentenir-rentenir yang terlalu besar memberikan suku bunga. Dengan berkat 

usaha yang gigih dari para pengelola, maka dari hari kehari jumlah 

anggotanya semakin meningkat. Hal ini terbukti sejak beberapa bulan 

kemudian kepercayaan masyarakat semakin bertambah dengan ikut serta 

dalam hal penanaman modal dan investasi.97 

2. Struktur Organisasi Pengurus BMT Sumber Sejahtera Bersama 

Struktur organisasi bagi lembaga keuangan mempunyai peran yang 

sangat penting dalam menjalani kegiatan usahanya. Dengan adanya struktur 

organisasi berarti terdapat pembagian tugas atau wewenang dan tanggung 

jawab pemimpin perusahaan atau lembaga keuangan beserta karyawan 

bertaggung jawab penuh dalam pelaksanaan roda organisasinya. 

Struktur organisasi yang dipakai oleh BMT Sumber Sejahtera 

Bersama adalah struktur pelayanan, struktur ini memiliki fungsi yang erat 

hubungannya dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi yaitu langsung 
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memberikan jasa kepada masyarakat dan memberikan pelayanan kepada 

masyarakat (anggota) berupa bantuan keuangan ataupun pembiayaan. 

Adapun struktur organisasi BMT Sumber Sejahtera Bersama dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani 

Timur 
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3. Organisasi dan Manajemen BMT Sumber Sejahtera Bersama 

BMT Sumber Sejahtera Bersama telahmemiliki system organisasi 

dan manajemen yang telah berjalan sesuai dengan job description masing-

masing dan sampai saat ini terbukti dengan sistem tersebut mampu 

mengatur BMT Sumber Sejahtera Bersama mencapai perkembangan yang 

sangat kondusif dan sangat berarti adapun sistem organisasi dan manajemen 

yang dimaksud adalah: 

a. Badan Pengurus 

Dewan pengurus yang beranggotakan beberapa orang, dipilih dan 

ditetapkan pada rapat anggota tahunan (RAT). Tugas dan wewenang dewan 

pengurus meliputi kebijakan-kebijakan umum lembaga atas nama lembaga 

dan anggota. 

b. Badan Pengawas 

Badan yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

kebijakan dan pengelolaan koperasi. Badan pengawas terdiri dari Dewan 

Syariah, pengawas manajemen dan pengawas keuangan. Fungsi utama dari 

badan pengawas yaitu untuk memberikan pertimbangan, pengarahan, dan 

pengawasan atas segala produk BMT Sumber Sejahtera Bersama agar tetap 

sesuai dengan aturan yang berlaku. 

c. Ketua 

Bertanggung jawab atas aktivitas BMT Sumber Sejahtera Bersama 

Gedung Wani Timur dan melaporkan perkembangan unit BMT Sumber 



Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur kepada seluruh anggota dalam 

mekanisme rapat yang disepakati. 

d. Sekretaris 

Melakukan pengelolaan administrasi segala sesuatu yang berkaitan 

dengan aktivitas badan pengurus.  

e. Bendahara 

Salah satu unit manajemen yang memiliki fungsi utama sebagai 

penanggung jawab perhimpunan dana-dana simpanan masyarakat. 

Merancang strategi dan pola-pola tertentu untuk menghimpun dana 

masyarakat sesuai dengan target yang ditetapkan.  

f. Manager 

Pimpinan manajerial yang diangkat oleh pengurus dan disahkan 

dalam RAT. Fungsi utama manager adalah merencanakan, mengkoordinasi 

dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpun 

dana dari pihak ketiga serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan 

utama lembaga serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan 

dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target. 

g. Account Officer 

Salah satu unit yang melakukan Survey (pemeriksaan dan analisa) 

atas permohonan pembiayaan yang diajukan. Berfungsi melayani pengajuan 

pembiayaan, melakukan analisis kelayakan serta memberikan rekomendasi 

atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan. 

Dan melakukan penagihan yang bermasalah serta menyelesaikan dengan 

pihak yang terkait (anggota/debitur). 



h. Teller/Kasir 

Melakukan transaksi penerimaan dan pembayaran baik dalam 

rangka pembayaran, realisasi pembiayaan maupun pembayaran simpanan 

kepada anggota atau masyarakat atas persetujuan kepala bagian dan 

manager. Menerima penyetoran simpanan dan angsuran pembiayaan dan 

menghitung jumlah uang yang diterima. Mengelola kas fisik yang ada dan 

bertanggung jawab atas keamanan dan kebenaran jumlah uang yang 

dikelola. 

i. Customer Service (CS) 

Salah satu unit operasional yang berfungsi memberikan pelayanan 

prima kepada mitra sehubungan dengan produk funding yang dimiliki oleh 

BMT, dalam hal ini simpanan lancar dan simpanan berjangka. 

j. Acounting  

Bagian dari unit manajemen BMT Sumber Sejahtera Bersama yang 

bertanggung jawab atas pengelolaan catatan-catatan keuangan hingga 

tersusunnya laporan keuangan tepat pada waktunya.98 

4. Produk-produk BMT Sumber Sejahtera Bersama 

a. Produk Pembiayaan 

1) Pembiayaan mudharabah 

2) Pembiayaan murabahah 

3) Pembiayaan musyarakah 

4) Pembiayaan Ijaroh 

b. Produk Simpanan 
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1) Sirela (Simpanan Suka Rela) 

2) Sipendi (Simpanan Pendidikan) 

3) Sidul (Simpanan Idhul fitri) 

4) Sihajum (Simpanan Haji dan Umroh) 

5) Siqur (Simpanan Qurban) 

6) Sijaka (Simpanan Berjangka) 

c. Produk Jasa 

1) Jasa Transfer Online Antar Bank 

2) Jasa Transfer Tunai Via Pos 

3) Jasa Pembayaran Listrik 

4) Jasa Pembelian Tiket Pesawat Dan Kereta Api 

Produk-produk diatas merupakan kegiatan-kegiatan BMT Sumber 

Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur yang berkaitan langsung dengan 

masalah keuangan. Sehubungan hal diatas, produk-produk BMT Sumber 

Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur adalah solusi yag dapat digunakan 

oleh masyarakat saat ini. Karena produk-produk BMT Sumber Sejahtera 

Bersama Gedung Wani Timur ini diciptakan dalam rangka meringankan 

transaksi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ekonomi 

menengah kebawah, memberikan akses yang sangat mudah, manfaat yang 

luas, serta menggunakan sistem bagi hasil. 

Prinsip bagi hasil didalam BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung 

Wani Timur menjadi gagasan yang mengemuka dalam mencari pengganti 

bunga. Dengan memberikan sistem bagi hasil kepada calon anggota serta 

penjelasan yang tepat mengenai produk-produk yang terdapat di BMT 



Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur, kekayaan BMT akan 

semakin bertambah diimbangi dengan produk pembiayaan pada usaha 

mikro dan kecil maka BMT akan semakin maju dan berkembang. 

B. Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpana Anggota Koperasi di 

BMT dalam penyelesaian  Sumber Sejahtera Bersama  

Keberadaan Koperasi atau BMT memberikan kemudahan bagi anggota 

yang bergabung untuk menyimpan dana simpananya. Hal ini tentu memberikan 

dampak yang bermacam-macam baik dampak positif maupun dampak negatif. Oleh 

karena itu, dalam Koperasi harus ada yang perlindungan atas simpanannya, 

khususnya untuk anggota BMT. Yang harus dilindungi dari anggota BMT meliputi 

hak-hak Anggota  atas simpanannya yang ditabungkan melalui BMT, agar dalam 

melakukan transaksi dan juga penyimpanan Anggota BMT merasa aman. Hak ini 

Misalnya, hak atas kenyamanan, hak untuk memilih barang atau jasa, hak atas 

informasi yang benar, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk 

mendapatkan advokasi, hak untuk mendapatkan pembinaan, hak untuk 

diberlakukan atau dilayani secara benar, hak untuk mendapatkan konpensasi dan 

ganti rugi dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Anang 

Fauzi sebagai manager BMT Sumber Sejahtera Bersama, menjelaskan bahwa 

anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama mencapai 1206 orang anggota dalam 

jangka waktu 1 tahun dari awal pendirian BMT. Dalam perjalanannya BMT 

Sumber Sejahtra Bersama mengalami naik turun, ada beberapa kendala yang 

kemudian dialami oleh BMT setelah kurang lebih 1 tahun berjalan.  



Kendala-kendala yang dialami oleh BMT Sumber Sejahtra Bersama 

diantaranya adalah kurang tepatnya pengalokasian dana yang dilakukan oleh pihak 

direktur, pembuatan pabrik yang memakan dana anggota yang cukup besar tanpa 

didiringi dengan pengelolaan yang matang, tumpang tindih jabatan yang 

menyebabkan kinerja karyawan tidak maksimal, kurangnya sumber daya manusia 

yang mempuni di bidangnya serta puncaknya mulai banyak anggota yang menarik 

uang tabungannya secara bersamaan. Kendala-kendala itulah yang kemudian 

menyebabkan BMT Sumber Sejahtra ini mulai goyah dan ambruk dan memutuskan 

untuk tidak beroprasional lagi.99 

Hasil wawancara dengan bapak Dimas Prasetyo pada awal berdirinya BMT 

Sumber Sejahra Bersama rutin mengadakan rapat bulanan, dalam rapat itu 

membahas terkait kinerja karyawan, jumlah dana yang terkumpul serta 

pengalokasian dana yang sudah digunakan. Namun, seiring berjalannya waktu  

tidak pernah lagi dilakukan rapat bulanan ataupun rapat tahunan. Lebih lanjut bapak 

dimas juga memberikan keterangan bahwasaanya pada saat BMT mulai goyah 

langkah.100 

Ibu Erni dalam wawancaranya memberikan penjelasan pada awalnya beliau 

menabung di BMT adalah karna ditawari oleh marketing atas nama bapak Dimas 

yang juga merupakan temen deket ibu Erni, atas dasar itulah ibu Erni tertarik 

sehingganya memutuskan untuk menabung di BMT Sumber Sejahtra Bersama. 

Setelah kurang lebih 1 tahun ibu Erni menabung ada keraguan yang dirasakan oleh 

ibu Erni, ini terlihat jelas ketika ibu Erni ingin menarik uang tabungannya untuk 
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keperluan sekolah anaknya dari pihak BMT memberikan tempo waktu yang tidak 

jelas.101 

Sama halnya yang dialami oleh ibu Erni, Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Ibu Lavi Sahida, menjelaskan bahwa Ibu Lavi Sahida menjadi anggota 

BMT Sumber Sejahtera Bersama sejak tahun 2014 sampai 2016. Selama menjadi 

anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama Ibu Lavi Sahida menjelaskan bahwa 

haknya pernah dilanggar oleh pihak BMT, yaitu ketika menjelang puasa ramadhan 

ibu Lavi Sahida melakukan pengambilan simpanan idul fitri, tetapi dari pihak BMT 

menjelaskan bahwa simpanan tersebut tidak dapat diambil ketika masih menjelang 

puasa ramadhan, kemudian pihak BMT menjelaskan kepada Ibu Lavi Sahida bahwa 

simpanan tersebut dapat diambil ketika 10 hari sebelum hari raya idul fitri. Akan 

tetapi ketika 10 hari sebelum hari raya Ibu Sahida melakukan pengambilan 

simpanan tersebut tetapi belum bisa, pihak BMT hanya menjanjikan waktu saja, 

tetapi pelayannya tidak terpenuhi, sampai malam takbir simpanan Ibu Lavi Sahida 

baru diberikan. Maka Ibu Lavi Sahida merasa kecewa dengan pelayanan yang 

diberikan oleh pihak BMT, karena dana simpanan tersebut akan digunakan untuk 

persiapan hari raya, tetapi diberikan pada saat malam hari raya. Maka ibu Lavi 

Sahida merasa bahwa yang paling bertanggung jawab dalam hal tersebut adalah 

pimpinan BMT, karena pihak BMT terlalu lambat dalam memberikan dana 

simpanan anggota.102 
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Lebih lanjut ketika peneliti bertanya dengan ibu Erni dan ibu Lavi terkait 

tentang apa itu perlindungan Hukum perdata dan apakah itu sudah dirasakan oleh 

beliau sebagai anggota?. ibu Erni dan ibu Lavi menjawab bahwasannya beliau tidak 

mengetahui terkait perlindungan hukum perdata itu sehingganya beliau tidak tahu 

bagaimana proses dan penerapannya.103 

Hasil wawancara dengan bapak Dimas menjelaskan bahwasannya yang dia 

tahu perlindungan hukum perdata adalah dari pihak BMT bertanggung jawab atas 

pengembalian semua dana Anggota yang terdata sesuai dengan nominal yang 

tertera pada buku tabungan meskipun pengembalian dana anggota itu dilakukan 

dengan cara mengangsur tidak secara kontan.104 

Ibu Suprapti dalam wawancaranya menerangkan ada beberapa upaya yang 

beliau lakukan untuk meminta haknya sebagai anggota dengan mendatangi 

langsung ke rumah makerting kemudian diantarkan kepada manager maupun 

direktur BMT SSB namun beliau hanya diberikan tempo waktu dan permohonan 

agar beliau sabar.105 Kata-kata sabar, maaf dan mohon untuk menunggu juga 

diutarakan kepada ibu Ismawati yang juga merupakan anggota dari BMT SSB 

sekaligus juga merupakan tetangga dari ibu Suprapti. Lebih lanjut ibu Ismawati 

juga pernah melabrak bapak Dimas yang merupakan Marketing yang menawari 

kepada beliau untuk menabung dan meminta bapak Dimas juga ikut bertanggung 
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jawab dan bapak Dimas hanya bisa membantu secara diplomatis dengan manager 

BMT.106 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Supiyati, menjelaskan bahwa Ibu 

Supiyati menjadi anggota di BMT Sumber Sejahtera Bersama sejak tahun 2014. 

Selama menjadi anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama merasa pelayanan di 

BMT sangat baik, sehingga merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh 

pihak BMT, namun pada awal tahun 2016 pelayanan di BMT yang dirasakan oleh 

Ibu Supiyati berangsur tidak baik, seperti pengambilan uang tabungan yang sulit, 

mengajukan pinjaman yang dipersulit, dan penginformasian yang tidak jelas 

mengapa sulitnya pengambilan uang simpanan di BMT. Sehingga Ibu Supiyati 

merasa bingung kenapa pelayanan di BMT semakin memburuk dan sulit. Ketika 

peneliti bertanya terkait dengan bagaimana pengetahuan ibu Supiyati tentang 

perlindungan hukum perdata,  Ibu  Supiyati manjawab bahwasanya beliau tidak 

tahu tentang perlindungan hukum perdata, Ibu Supiyati hanya merasa kecewa 

dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak BMT, dan tidak tahu mau melaporkan 

kemana permasalahan tersebut, dan yang dilakukan oleh ibu Supiyati hanya 

komplain kepada marketing BMT.107 

Dalam hal ini Bapak Anang fauzi memberikan penjelasan tentang 

perlindungan hukum perdata yang beliau pahami adalah ketika dari pihak BMT 

bertanggung jawab atas pengembalian  dana anggota yang telah masuk itu 

merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum perdata. Dalam wawancaranya 

beliau juga menjelaskan bahwasaanya dari pihak BMT juga bertanggung jawab 
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secara penuh dan berjanji akan mengembalikan dana anggota sebagaimana 

mestinya.108 

 Bapak Dimas juga memberikan keterangan lebih lanjut Dalam hal ini, jika 

ada anggota yang haknya dilanggar baik dalam kenyamanan, keamanan,dan 

pelayanan maupun dalam pelanggaran yang dilakukan oleh pihak BMT,upaya 

selama ini yang dilakukan adalah dengan cara kekeluargaan dan  beliau hanya 

meminta maaf atas ketidak nyamanan tersebut. pihak BMT memberikan penjelasan 

dan berjanji akan bertanggung jawab atas apa yang dilanggar oleh pihak BMT.109 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dimas Prasetyo sebagai 

marketing, menjelaskan bahwa Bapak Dimas tidak mengetahui tentang 

Perlindungan hukum perdata yang mengatur tentang simpanan anggota, dan apabila 

ada hak anggota yg dilanggar sejauh ini penerapan yang dilakukan oleh pihak BMT 

adalah diselesaikan secara kekeluargaan. Lebih lanjut bapak Dimas juga 

memberikan informasi Sampai saat ini, masih terdapat sekitar 150 (seratus lima 

puluh) Anggota yang masih dalam tanggungan pengembalian, jika di nominalkan 

sejumlah 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Masih banyaknya anggota yang 

belum menerima haknya secara penuh menyebabkan anggota yang menabung di 

BMT SSB Syariah masih ramai berdatangan untuk menanyakan kejelasan 

tabungannya dan mencoba mengambil uang tabungannya.110  

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan kepada anggota BMT, 

bahwa terdapat permasalahan-permasalahan yang banyak dikeluhkan oleh anggota 

                                                 
108Hasil wawancara dengan  Bapak Anang Fauzai , Manager BMT Sumber Sejahtera 

Bersama Gedung Wani Timur pada tanggal 01 Febuarii 2018 
109 Hasil wawancara kepada Bapak Dimas , Marketing BMT Sumber Sejahtera Bersama 

Gedung Wani Timur pada tanggal 01 Febuarii 2018  

 110 Hasil wawancara kepada bapak Dimas, Marketing BMT Sumber Sejahtera Bersama 

Gedung Wani Timur pada tanggal 27 Juli 2017 



BMT berupa kewajiban, pelayanan, kenyamanan, dan penginformasian, serta 

belum fahamnya anggota tentang aturan yang mengatur perlindungan hukum 

perdata, membuat anggota bingung, apa yang harus dilakukan oleh anggota ketika 

hak-haknya dilanggar oleh pihak BMT, sehingga yang dilakukan oleh anggota 

hanya komplain dengan pihak BMT.  Hal ini sangat merugikan pihak anggota atau 

dalam hal ini adalah anggota yang merasa dirugikan. 

Anggota atau nasabah sebagai pengguna jasa BMT, sebelum memberikan 

kesepakatan atau persetujuan atas pemanfaatan jasa BMT, pengguna jasa tersebut 

harus memperoleh hak-haknya setelah melakukan kewajiban-kewajibannya 

sehingga kemanfaatkan jasa BMT dapat memberikan kenyamanan, keamanan dan 

keselamatan bagi simpanan atau tabungan anggota tersebut atas jasa yang 

ditawarkan oleh pelaku usaha atau pihak BMT.  

C. Analisis Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan anggota 

Koperasi Studi Kasus Di Bmt Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani 

Timur 

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap 

subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun 

yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain 

perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum. yaitu konsep 

dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, 

kemanfaatan dan kedamaian.111 
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Menurut  Subekti, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum 

perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan  

perseorangan. Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan menyebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur 

kepentingan antara warga Negara perseorangan yang satu dengan warga Negara 

perseorangan yang lain.112 

Perlindungan hukum perdata ialah suatu bentuk perlindungan hukum yang 

mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban antar kepentingan perseorangan yang 

satu dengan kepentingan perseorangan yang lain, agar tercipta rasa aman  serta 

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang 

lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati 

semua hak-hak yang di peroleh oleh hukum. Perlindungan Hukum Perdata Ini juga 

sebagai salah satu bentuk ataupun upaya  dimana hukum dapat memberikan suatu 

keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. 

pada pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 yang menjelaskan terkait fungsi dan 

peran koperasai sebagai berikut:113 

5) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

6) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas 

kehidupan manusia dan masyarakat. 
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7) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 

ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. 

8) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian 

nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan 

dan demokrasi ekonomi. 

Fungsi koperasi itu akan terealisasi maksimal manakala dalam 

proses pendirian hingga perjalanan sebuah koperasi itu dilakukan sesuai 

dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku serta semua yang 

terlibat didalamnya menjalankan tugas-tugasnya sebagai pengurus dengan 

baik sesuai dengan amanat undang-undang. Tugas kewajiban pengurus 

koperasi menurut Pasal 30 UU No. 25 Tahun 1992 dalam buku 

Kartasapoetra adalah sebagai berikut  :114  

13) megelola Koperasi dan usahanya 

14) mengajukan rancangan rencana kerjaserta rancangan 

rencanaanggaran pendapatan dan belanja Koperasi  

15)  menyelenggarakan Rapat Anggota 

16) . mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas 

17) menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara 

tertib; 

18) memelihara daftar buku anggota dan pengurus 

BMT Sumber Sejahtera Bersama adalah lembaga keuangan mikro syariah 

dengan prinsip operasionalya mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam. Dan 
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tujuan dari BMT Sumber Sejahtera Bersama adalah meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat serta mempunyai daya saing anggota dan mitra binaan juga masyarakat 

pada umumnya melalui kegiatan pendukung lainnya. BMT Sumber Sejahtera 

Bersama merupakan koperasi yang bergerak dibidang serba usaha, dan dirintis 

sejak tahun 2014 yang terdiri dari 20 orang. Dengan modal Rp 1.500.000,00. Sejak 

itulah anggota pendiri sepakat menjadikan BMT Sumber Sejahtera Bersama 

berbadan Hukum Koperasi.115 

Legalitas tersebut tertuang dalam Akte Pendirian yang dikeluarkan oleh 

Kantor Wilayah Koperasi PKM Provinsi Lampung dengan Nomor Badan Hukum 

No.04/Bh/X.7-1-2014. Berangkat dari wawasan tersebut, 20 orang yang menjadi 

anggota pendiri BMT Sumber Sejahtera Bersama berkeinginan menyatukan visi, 

misi, dan tujuan untuk mmendirikan sebuah badan atau lembaga keuangan 

walaupun tidak mungkin untuk memenuhi seluruh kebutuhan akan modal para 

pengusaha kecil dan menengah tapi mereka ikut dalam peningkatan perputaran roda 

perekonomian Desa Gedung Wani Timur dan sekitarnya yang lebih stabil dan aman 

dari rentenir-rentenir yang terlalu besar memberikan suku bunga. Dengan berkat 

usaha yang gigih dari para pengelola, maka dari hari kehari jumlah anggotanya 

semakin meningkat. Hal ini terbukti sejak beberapa bulan kemudian kepercayaan 

masyarakat semakin bertambah dengan ikut serta dalam hal penanaman modal dan 

investasi.116 

Namun dalam perjalanan proses setelah satu tahun berjalan mulai nampak 

masalah-masalah yang dihadapi oleh BMT SSB Syariah, masalah yang timbul di 

BMT SSB Syariah tidak lain adalah disebabkan kurangnya manajemen yang baik 
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baik dalam penghimpunan, perencanaan dana maupun dalam pengelolaannya. 

Permasalahan inilah yang kemudian membesar bagaikan bola salju yang terus 

membesar hingga puncaknya terjadi pada tahun 2016 tepatnya di bulan Mei dimana 

para anggota mulai banyak berdatangan untuk mengambil uang tabungannya. 

Banyaknya anggota yang menarik simpanannya dari BMT SSB membuat pihak 

BMT Mulai kelabakan untuk menutupi dana tabungan anggota itu, meski sudah 

dibantu dengan dana pribadi milik karyawan untuk menutupi tabungan anggota 

yang diambil namun hal itu belum cukup untuk menutupi tabungan anggota-

anggota lainya yang saat itu sekitar kurang lebih 400 orang. Masih banyaknya 

anggota yang belum mendapatkan haknya hingga saat ini menimbulkan pertanyaan 

besar tentang bagaimana kemudian perlindungan hukum perdata hadir dan menjadi 

solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di BMT SSB Syariah 

sehingganya diharapkan akan lahir kepastian hukum dan kesepakatan yang tidak 

merugikan salah satu pihak. 

Begitu pentingnya perlindungan Hukum perdata dalam upaya memberikan 

kepastian hukum serta melindungi hak dan kewajiban setiap orang yang melakukan 

perikatan tidak terkecuali dalam hal menabung di BMT yang saat ini sudah 

menjamur di masyarakat mulai dari perkotaan hingga pelosok Desa.  

Banyaknya BMT yang berdiri seyogyanya dibarengi dengan kepastian 

hukum dalam peroprasionalnya. Hal itu berbanding terbalik dengan pelaksanaan 

BMT Sumber Sejahtera Bersama yang belum melaksanakan perlindungan perdata 

secara utuh, hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan karyawan ataupun 

pihak BMT yang belum faham tentang aturan yang melindungi simpanan anggota, 

pihak anggota mempermasalahkan pelanggaran hak-haknya di BMT tetapi pihak 



BMT dan anggota belum mengetahui dengan adanya perlindungan hukum perdata 

yang mengatur simpanan anggota. Sehinganya anggota BMT dalam hal ini menjadi 

korbannya karna hak-haknya yang belum terpenuhi secara maksimal sedangkan 

anggota sudah memenuhi kewajibanya. 

 

 

Lapangan Usaha sebagaimana yang diatur dalam pasal 43 UU No. 25 Tahun 

1992 adalah sebagai berikut: 

1. Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan 

kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan 

anggota. 

2. Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. 

3. Koperasi menjalankan kegiatan usahan dan berperan utama disegala 

bidang kehidupan ekonomi rakyat. 

Penjelasan diatas dengan gamblang memberikan arahan dan himbauan 

tentang bagaimana pengelolaan dana anggota koperasi dan apa saja yang harus 

diperhatikan dalam pelaksanaanya agar tidak salah. 

Kewajiban anggota koperasi tertuang dalam undang-undang perkoperasian 

pada pasal 20 ayat 1 UU No. 25 Tahun 1992 bahwasannya Setiap Anggota 

mempunyai kewajiban : 

a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan 

yang telah disepakati dalam Rapat Anggota ; 

b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi; 

c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas 

kekeluargaan. 



Sedangkan Hak-hak anggota koperasi di atur dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia No.25Tahun 1992 Pasal 20 ayat 2 sebagai berikut:117 

g) Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat 

Anggota; 

h) memilihdan/atau dipilih menjadi aggota Pengurus atau Pengawas ; 

i) meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran 

Dasar; 

j) mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat 

Anggota baik diminta maupun tidak diminta . 

k) memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang antara sesama 

aggota; 

l) mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut 

ketentuan dalam Anggaran Dasar. 

Bapak Dimas juga memberikan keterangan dalam hal ini, jika ada 

anggota yang haknya dilanggar baik dalam kenyamanan, keamanan, dan 

pelayanan maupun dalam pelanggaran yang dilakukan oleh pihak BMT, 

upaya selama ini yang dilakukan adalah dengan cara kekeluargaan dan  

beliau hanya meminta maaf atas ketidak nyamanan tersebut. pihak BMT 

memberikan penjelasan dan berjanji akan bertanggung jawab atas apa yang 

dilanggar oleh pihak BMT. Pihak BMT bertanggung jawab atas 

pengembalian semua dana Anggota yang terdata sesuai dengan nominal 
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yang tertera pada buku tabungan meskipun pengembalian dana anggota itu 

dilakukan dengan cara mengangsur tidak secara kontan..118 

Berkaitan dengan ini peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya BMT 

SSB Syariah  belum menjalankan tugasnya sebagai pengurus dengan baik 

sesuai dengan perintah undang-undang yang ditandai dengan tidak 

seimbangnya antara pemasukan dan pengeluaran, tidak efektifnya pengelolaan 

usaha di BMT SSB Syariah, dan lambannnya penanganan yang dilakukan oleh 

pihak BMT dalam merespon masalah simpanan anggota yang timbul serta 

tidak optimalnya penerapan perlindungan Hukum sebagai alat yang 

memberikan kepastian dan kejelasan bagi anggota yang menabung di BMT 

SSB Syariah artinya pihak BMT belum mengindahkan aturan hukum perdata 

mengenai hak anggota terhadap simpanannya yang harus mendapatkan 

pelayanan, informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi yang di 

alami. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di BMT Sumber 

Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur awal mula permasalahan dalam 

pelaksanaan pengelolaan dana simpanan anggota adalah ketika dana itu 

digunakan untuk pembangunan pabrik serabut kelapa dan menghabiskan dana 

yang cukup besar, semuanya menggunakan dana simpanan dari anggota, tanpa 

ada peritungan dan perundingan yang matang baik dengan karyawan ataupun 

anggota.  

Masih banyaknya anggota yang belum mendapatkan pengembalian 

simpanannya sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa perlindungan hukum 

perdata bagi anggota BMT Sumber Sejahtera belum menjalankan tugasnya 

sebagai pengurus dengan baik sesuai dengan perintah undang-undang yang 

ditandai dengan tidak seimbangnya antara pemasukan dan pengeluaran, tidak 

efektifnya pengelolaan usaha di BMT SSB Syariah, dan lambannnya 

penanganan yang dilakukan oleh pihak BMT dalam merespon masalah 

simpanan anggota yang timbul serta tidak optimalnya penerapan perlindungan 

Hukum sebagai alat yang memberikan kepastian dan kejelasan bagi anggota 

yang menabung di BMT SSB Syariah artinya pihak BMT belum 

mengindahkan aturan hukum perdata mengenai hak anggota terhadap 

simpanannya yang harus mendapatkan pelayanan, informasi yang benar, jelas, 

dan jujur mengenai kondisi yang di alami. 



B. Saran  

Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai bagaimana Perlindungan 

Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Koperasi di BMT dalam penyelesaian 

Sumber Sejahtra Bersama Gedung Wani Timur Kec Marga Tiga Lampung Timur, 

Maka peneliti memberiakn saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah harus lebih mengoptimalkan dalam mensosialisasikan  

Perlindungan hukum perdata yang melindungi simpanan anggota 

khususnya pada lembaga BMT, serta melakukan pengawasan lebih inten 

kepada produsen dalam menyelenggarakan barang dan/jasanya kepada 

masyarakat, sehingga meminimalisir akses kerugian yang diderita oleh 

banyak anggota atau pengguna jasa BMT. 

2. Pihak BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur, hendaknya 

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada anggotanya, dan 

menerapkan perlindungan anggota atas simpanannya berdasarkan aspek 

hukum sebagaimana mestinya. 

Demikian kesimpulan dan saran yang  dapat peneliti sampaikan, semoga 

skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat, serta berguna bagi pembaca. 
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PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP SIMPANAN 

ANGGOTA KOPERASI  

(Studi Kasus di BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timut 

Kec Marga Tiga Lampung Timur) 
Alat Pengumpul Data (APD) 

 

A. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-

buku, catatan-catatan, transkip, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda 

dan lainnya. 

B. Wawancara dengan pihak BMT 

1. Berapa orang yang menjadi anggota awal pendirian BMT Sumber 

Sejahtera Bersama 

2. Apa saja kendala  yang dialami oleh BMT Sumber Sejahtera Bersama 

3. Apa yang menyebebkan BMT tidak beroprasional lagi  

4. Apakah sudah dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan 

5. Langkah apa saja yang anda lakukan terhadap simpanan yang 

bermasalah di BMT Sumber Sejahtera Bersama 

6. Sejauh ini apakah pernah terjadi kasus mengenai pelanggaran hak 

terhadap simpanan anggota di BMT  

7. Bagaimana upaya BMT Sumber Sejahtera Bersama dalam 

menyelesaikan permasalahan terhadap  simpanan anggota yang saat ini 

terjadi. 

8. Apa yang  anda ketahui tentang perlindungan hukum  perdata 

  



  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


